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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 110 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 95 TAHUN 

2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  

KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada 

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo telah diatur dengan 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah, Juncto 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; 

  b. bahwa dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah, keberadaan Unit Pelaksana Teknis 

Perparkiran telah dilakukan peninjauan kembali, sehingga 

atas hal tersebut, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis 

Perparkiran tidak dapat dipertahankan keberadaannya, 

namun tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Seksi Seksi 

Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional pada 

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Probolinggo; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 95 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA 

PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 

95), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) setelah huruf j ditambahkan 7 (tujuh) tugas 

baru, sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional, mempunyai  

tugas :  

a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk 

teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan 

dengan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional; 

b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi 

Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi 

Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional; 
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e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan 

Pengendalian Operasional; 

f. melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan perlengkapan jalan 

yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; 

g. menyiapkan bahan usulan rekomendasi manajemen lalu lintas pada 

kawasan, ruas jalan, dan persimpangan; 

h. melaksanakan pengidentifikasian masalah lalu lintas; 

i. melaksanakan penginventarisasian dan analisis situasi lalu lintas, 

ketersediaan atau daya tampung jalan serta analisis angka pelanggaran 

dan kecelakaan Lalu Lintas; 

j. melaksanakan pengendalian yang meliputi penilaian terhadap 

pelaksanaan kebijakan, tindakan korektif terhadap kebijakan dan 

tindakan penegakan hukum angkutan; 

k. menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi parkir kendaraan 

bermotor dan kendaraan tidak bermotor; 

l. mengelola dan memantau retribusi parkir sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

m. melaksanakan penataan dan pengawasan perparkiran di luar badan 

jalan; 

n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;  

o. melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian izin lokasi 

parkir; 

p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran; 

q. melaksanakan pelaporan kegiatan di bidang perparkiran; 

r. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program 

dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian 

Operasional; 

s. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi 

anggaran Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional; dan 

t. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

Dihapus 
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3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka sepanjang ketentuan yang 

mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas 

Perhubungan Kota Probolinggo dicabut, sehingga dengan demikian Peraturan 

Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Daerah Kota Probolinggo tidak berlaku secara keseluruhan. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   24  Agustus  2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       24  Agustus  2018  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 110 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

 

 
 
 


